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LATAR BELAKANG

a
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Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumisebesar 23.741 megawatt
(MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi global.

Pemerintah menargetkan Pembangunan pembangkit berbasis energi baru
terbarukan (EBT) sebesar 42,6 gigawatt (GW) atau setara 61 persen dari total
kapasitas nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
PLN 2025-2034.

Pemanfaatan (KT) Panas Bumi sampai 2024 mencapai 2.710 MW atau 11,1
persen dari potensi. Di mana PLTP Sarulla (Tapanuli Utara menyumbang
418,135 MW atau 15,42%).

Dalam NK RAPBN 2026, outlook PNBP panas bumitahun 2025 tercatat Rp2,8
triliun dan berkontribusi sebesar 0,5% terhadap total PNBP negara. Dari jumlah
tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi sebesar Rp1,42 triliun telah
disalurkan kepada daerah penghasil, pengolah, serta wilayah di sekitar potensi
panas bumi.

Rata-rata DBH Panas Bumi 2021-2026 yang diterima oleh beberapa daerah
penghasil seperti Tapanuli Utara sebesar Rp133,6 Juta/Tahun, Karo sebesar
Rp133,1 Juta/Tahun, Banjarnegara sebesar Rp161,7 Juta/Tahun dan Wonosobo
sebesar Rp76,4 Juta/Tahun. Terjadi ketimpangan alokasi DBH yang diterima
antara daerah penghasil dengan daerah bukan penghasil.




RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kerangka kebijakan dalam pengusahaan panas bumi,
khususnya yang mengatur penerimaan negara dari sektor tersebut?

2. S(ﬂ'auh mana mekanisme#erhitun%an dan al,oka?i PNBP s?(rt DBH
panas bumi mencerminkan prinsip keadilan fiskal, dan apaka
terdapat potensi kesenjangan distribusi antar daerah?

TUJUAN KAJIAN

1. Memetakan berbagai kebijakan pengusahaan panas bumi dan DBH
panas bumitermasuk adanya aturan yang berbeda dalam skema
penyetoran PNBP oleh pengusaha Panas Bumi.

2. Menelaah permasalahan kesenjangan penerimaan DBH panas Bumi
antar daerah, secara khusus terkait penerimaan DBH Panas Bumi di
Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, serta
Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo di Sumatera Utara.

3. Merumuskan saran perbaikan untuk mengatasi permasalahan

gengerl]olaan DBH sektor panas bumi baik di tingkat nasional maupun
aeranh.




PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PANAS BUMI

Fase Pra Reformasi Fase Energi

Fase Reformasi

& Transisi
1981-2003
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Dibawah UU Migas
Diatur melalui Kepres
22/1981 & Kepres
45/1991

Menjadi bagian dari Usaha
Hulu Migas;

Mekanisme tertutup
(Pertamina)

Pengaturan penerimaan
negara mengikuti skema
Migas

Belum ada skema bagi
hasil daerah

- o

2003-2014

/

» Ditetapkan Undang-
Undang Khusus (UU 27
tahun 2003)

* Menjadi bagian dari
Pertambangan;

* Meksnime pengusahaan
terbuka;

* Pengaturan Penerimaan
Negara dan DBH;

e

~

S

Terbarukan
2014-Sekarang

i

* Ditetapkan UU 21 tahun
2014;

* Panas Bumi tidak lagis
dikategorikan
pertambangan;

* Menempatkan sebagai
energi baru terbarukan;
(dapat dikelola dikawasan
konservasi dengan syarat);

* Aspek Fiskal diatur lebih
dirtibutif

* Perhatian Masyarakat yang

lebih baik
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PERBANDINGAN KEBIJAKAN PANAS BUMI

Paradgma Negara dominan (state- Pertamangan
Kebijakan centered), belum ada (ekstraktif) aers. ter‘b -
sistem sektoral (Barkeinnjutan)
Sistem e Kuasa pengusahaan .
e Sistem izin khusus (IPB)
Pengusahaan oleh negara

¢ Penugasan Pertaminan,
peran swastas sangat
terbatas (JOC, dibawah
Pertamina)

e Penggunaan kawasan
tidak diatur

e Terbuka melalui izin

e Tidak diperbolehkan
penggunaan kawasan
hutan (karena rezim
tambang)

e Lebih terbuka & kompetitif
(lelang WKP)

e Diperbolehkan
penggunaan kawasan
hutan dengan syarat
tertentu

Posisi Daerah

Tidak berperan

Terlibat (desentralisasi
izin)

Penerima manfaat, tapi
pusat tetap dominan

e Sistem Penerimaan
Negara (PNBP) Tidak
ada skema khusus

e Sistem PBN dalam
bentuk Pajak + PNBP

* Sistem PNBP dalam
bentuk: Pajak + PNBP +
bonus produksi

e Sistem bagi hasil daerah

Aspek (iuran tetap & Lebih diperhatikan
R (ikut migas) SR 2
Kebijakan : produksi) (distributif, tapi belum
e Tidak ada skema .
fiskal 5 e Sudah ada distribusi merata)
distribusi daerah %
; bagi hasil daerah e Skema daerah diatur lebih
e Tidak ada skema : 3
z e Ada skema daerah; spesifik mulai dari bonus
bagian daerah 3
produksi dan peneirmaan
daerah lainnya
Finiggn Ml Renjad Mulai diatur Lebih komprehensif (in.n
Hidup pechatian (pengelolaan & lingkungan, pengendalian
reklamasi) dampak)
Sosial Tidak ada skema Ada, tapi minimal & Lebih kuat (hak,
Masvyarakat manfaat normatif partisipasi, pemberdayaan)

Sumber: diolah peneliti, 2026




SURVEI PENDAHULUAN
(PSP / PSPE)

Untuk memastikan potensi panas bumi,
luas dan batas-batas koordinat Wilayah Kerja

PSP (oleh Perguruan Tinggi/Lembaga)
Maks. 1 tahun (dapat diperpanjang 1x, maks. 6 bulan)
Kegiatan: survei geologi, geokimia, geofisika,

PSPE (oleh Badan Usaha)

@l Maks. 3 tahun (dapat diperpanjang 2x, masing-masing 1tahun)
Kegiatan: survei geologi, geokimia, geofisika, evaluasi terpadu,
pengeboran sumur eksplorasi, perhitungan cadangan

U

PENETAPAN WILAYAH
KERJA PANAS BUMI (WKP)

Menteri ESDM menetapkan WKP
berdasarkan data dan informasi hasil
survei pendahuluan atau PSPE

IEp

¥

LELANG WILAYAH KERJA PANAS BUMI

+ PLN menyampaikan usulan harga jual beli listrik,
rencana PJBL, dan perjanjian awal transaksi.
Disetujui Menteri ESDM.

« Lelang dilaksanakan dalam 2 tahap:

¥

'-\ Menentukan peserta lelang yang memenuhi
kualifikasi pengusahaan panas bumi terhadap:
(1) kelengkapan administratif,
(2) aspek teknis dan keuangan.

=/ Memilih peserta lelang yang akan diberikan IPB

PENETAPAN PEMENANG &

PEMBERIAN IZIN PANAS BUMI (IPB)

« Bayar harga dasar data WKP (PNBP)

« Menempatkan komitmen eksplorasi di bank BUMN

« Pembentukan badan usaha khusus pengelola WKP

+ Maks. 1 tahun sejak IPB diterbitkan wajib
memulai eksplorasi

IPB diberikan oleh Menteri ESDM
setelah seluruh kewajiban dipenuhi

T

EKSPLORASI
« Jangka waktu maks. 5 tahun
(dapat diperpanjang 2x, masing-masing 1 tahun)
iaf eliputi studi kelayakan dan
n eksplorasi

-

jasa
lingkungan (kawasan hutan)
K3

eksplorasi 5% menjadi penerimaan negara

+ Rencana pasca pengusahaan

Hasil studi kelayakan disampaikan ke Menteri. Jika tidak layak,

¥

EKSPLOITASI
« Setelah wilayah kerja dinyatakan layak
berdasarkan persetujuan studi kelayakan

asi waijib sesuai dengan studi
kelayakan yang telah disetujui Menteri

PEMANFAATAN (LISTRIK)

Pemegang IPB dapat memanfaatkan listrik melalui:

+ Kerja usaha penyediaan
tena miliki IUPTL)

« Menj a u
masy. h me:

+ Menggunakan untuk keperl diri atau menjual
kel n listri telal opel

BERKELANJUTAN LY
Pengelolaan berkelanjutan sesuai kaidah teknis, lingkungan,
keselamatan kerja, dan peraturan perundang-undangan

Tenaga listrik dimanfaatkan
secara optimal untuk memenuhi

andal dan berkelanjutan

Berikut ini adalah Bisnis Proses Pengusahaan Panas Bumi

Bisnis proses pengusahaan panas bumi dimulai dengan (1)
kegiatan survei pendahuluan untuk mengidentifikasi potensi
sumber daya panas bumi, yang kemudian menjadi dasar (2)
penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) oleh Menteri ESDM.
Setelah WKP ditetapkan, pemerintah melaksanakan (3) proses
lelang untuk (4) memilih dan penetapan badan usahayang akan
memperoleh Izin Panas Bumi (IPB) dan mengelola wilayah
tersebut.

Pemegang IPB selanjutnya melakukan (5) tahap eksplorasi guna
memastikan cadangan dan kelayakan pengembangan, yang
dilanjutkan dengan (6) tahap eksploitasi atau pengembangan
lapangan panas bumi apabila hasil studi dinyatakan layak. Energi
panas bumiyang dihasilkan kemudian (7) dimanfaatkan untuk
pembangkitan tenaga listrik yang disalurkan kepada masyarakat
melalui sistem ketenagalistrikan nasional.

Sumber: UU 21 Tahun 2014 dan PP 7 Tahun 2017, diolah.



Uap:

i 1% X Gross Revenue

. Uistrik:

0,5% X Gross Revenue ' =) Bersih Pengusaha

= = = = Pengurang dari penerimaan bruto

Struktur dan Mekanisme Penerimaan Negara dan Daerah dari
Pengusahaan Panas Bumi

Rezim WKP Panas Bumi Ditetapkan

Rezim WKP Panas Bumi Ditetapkan Setelah

Sebelum Tahun 2003 (Mekanisme SPB)

Penerimaan (Bruto)
Panas Bumi

b Net Operating Income (NOI)
il 9/ /Penerimaan Bersih

!

| o
Pengusaha Panas Bumi Pemerintah E
-------- . @ (66%) (34%) PENERIMAAN '
' @ Bonus Produksi | 1

e '

e

@wm |

Alur utama penerimaan dan distribusi 0 Keterangan: |

+ NOI (Net Operating Income) = Penerimaan brnato setelah dikurang biaya operasional.

— Penggunaan penerimaan bersih pengusaha + Persentase pembaglan: Pengusaha 66% dan Pemerintah 34% dari NOI

Sumber: Kementerian ESDM 2023, diolah peneliti, 2026

Catatan:

Tahun 2003 (luran Tetap dan Produksi)

N Pajak
« Pajak Penghasilan (PPh)
« Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4 « Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor panas bumi
I @ = ] e
(PUSAT & DAERAH) |
. Bea Masuk & Pungutan Lain

atas Cukai & Impor

Pajak Daerah & Retribusi Daerah
(DBH Pajok & Retribusi)

B B

Eksplorasi & Eksploitasi
: sebelum COD
IURAN TETAP | =

O Eksploitasi setefah COD $4/Ha/Tahun

$2/Ha/Tahun

f r C’J) Uap (5% Harga Jual)
Q IURAN PRODUKS! ,_{
‘ L * Listrik (2,5% Harga Jual)

j ! PENGUSAHA
_’

< .
.| ©  BoNusPRODUKSI | o [&
> ( i | d DAERAH PENGHASIL

KETERANGAN:

© Pajak  wajid ponyt berdasackan peraturan perpajakan.

© PNBP : penerimaan regara bukan pajak dan pemanfaatan sumber daya panas bumi

© Pajok Daerah & Retribusi Daerah  : mergadi pendapatan deerah sesua ketentuan yang berlaky
© Bonus Produksi  : tambahan penerimaan untuk daersh penghasd berdasarkan kinerja peoduksi.

CATATAN:
*+ COO (Commercial Operatice Date) = Tanggal mulai operasi komersial
» Tardf dapat berubah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* Mekanisme SBP sebelum tahun 2003 masih berlaku bagi perusahaan pengelola panas bumiyang berkontrak atau diberikan izin sebelum tahun 2003 dan masih berjalan hingga saatini.
* Mekanisme luran Tetap dan luran Produksi setelah tahun 2003 hanya berlaku bagi perusahaan yang berkontrak atau diberi izin yang diterbitkan setelah tahun 2003.



u
realisasi produksi.

2. REKONSILIASI & VERIFIKASI ( 3. PERHITUNGAN BONUS PRODUKSI (TARIF)
Besaran bonus p i dihitung dari koto
SEA ACANA (gross atas hasil prod uk
Direktorat Jenderal EBTKE w ‘
ian ESDM) asi
dan verifikasi data penjualan uap/listrik 8
de h ban,
ditua nggkn o Bt s Rl i TARIF 1% 1ARIF 0,5%

dari pendapatan kotor dari pendapatan kotor

@ EBTKE ﬁ Pengembang

hasil penjualan uap

hasil penjualan listrik

Bonus Produksi Panas Bumi adalah dana kompensasi yang wajib
dibayarkan oleh pemegang izin/kuasa pengusahaan panas bumi
kepada pemerintah daerah penghasil. Dana ini bersumber dari
persentase pendapatan kotor penjualan uap atau listrik panas
bumi dan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lokal di sekitar proyek.

/e DASAR RUMUS PERHITUNGAN PENDAPATAN KOTOR — N NILAI

@ renomeatan kotor uap @ reomeman koror usTRK | PERSENTASE
TR g e ‘ = | NO | PENGEMBANG AREA KABUPATEN/KOTA

torjual (kWh) p S (%)

e PARAMETER PEMBAGIAN IVA paERaH peNcHASIL T e = 8 |PT. GEO DIPA DIENG KAB. BANJARNEGARA 68,55

== m:m” Km‘:"“ o e A PR ENERGI (Persero) KAB. WONOSOBO 24,86

o e ) ° - 0 " N KAB. TEMANGGUNG 0,42

;?*ﬁ KAB. BATANG 2,10

RTINS || e, || St e e S KAB. PEKALONGAN 3,22

g Sy e il m e OTAKENDAL 0.85

’: PROFORSI PEMBAGIAN BONUS PRODUKS 9 |PT. PERTAMINA SIBAYAK KAB. TANAH KARO 83,08

(4 ) ALUR PELAKSANAAN DAN PENYETORAN ) GEOTHERMAL KAB. LANGKAT 6,20

S Sy o - g e ENERGY KAB. DELI SERDANG 10,62

Vi _’ : ) KAB. SIMALUNGUN 0,09

s "F ';f;m —Sam 12 |SARULLA SARULLA KAB. TAPANULI SELATAN 8,02

S s | B | D | N B Operations, Ltd KAB. TAPANULI UTARA 91,08
dalam rupiah

NO | NAMA PERUSAHAAN AREA WKP DAERAH 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah

1 |PTPGE Sibayak Kab. Karo 47.666 0 0 0 0 47.666
PT SOL Sarulla Kab. Tapanuli Utara 0 0| 3.563.205.317| 20.593.796.353| 10.739.067.448| 34.896.069.118
3 |PT GDE Di Kab. Banjarnegara 611.528.546 477.122.229| 1.052.198.698 1.112.419.210 1.094.137.717 4.347.406.400
‘eng Kab. Wonosobo 218.504.605 170.574.144 376.167.534 398.007.299 407.969.928 1.571.223.510

Sumber: Kementerian ESDM, 2021




Potensi Penerimaan Daerah dari Pengelolaan Panas Bumi

r B
PAJAK —»| * PBB Panas Bumi (100%)
(Dana Bagi Hasil Pajak) |
DBH PAJAK & PNBP Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 2022
tentang HKPD
Dibagihasilkan dari \ J
penerimaan negara oleh ( B
pemerintah pusat * luran Tetap
PNBP o luran Produksi (Royalti)
(Dana Bagi Hasil SDA) ¢ Setoran Bagian Pemerintah (SBP)
Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 2022
tentang HKPD dan peraturan terkait 4
.
PENERIMAAN 100% ke Daerah dihitung dari:
DAERAH BONUS PRODUKSI e UAP 1% x pendapatan kotor
DARI PANAS Diterima langsung —| « Listrik 0,5% x pendapatan kotor
BUMI oM daerdropenehiasil Dasar hukum: UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Sumber penerimaan yang dan peraturan terkait
memberikan manfaat
fiskal bagi pemerintah ( . )
e 1 100% Kedaerah sesuai kewenangan
2o PAJAK DAERAH Provinsi dan Kabupaten/Kota Penghasil
Contoh:
PENDAPATAN ¢ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

aand ASLI DAERAH (PAD) (terkait kegiatan penunjang)

Bersumber dari kewenangan ¢ Pajak Air Tanah
daerah sesuai peraturan RETRIBUSI DAERAH e Retribusi Izin Usaha, Retribusi Pemakaian
perundang-undangan Kekayaan Daerah, dll.

Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD

dan peraturan daerah terkait )
\:

! Keterangan:
« DBH: mekanisme transfer dari pusat ke daerah sesuai formula yang ditetapkan pemerintah.
« Bonus Produksi: dibayarkan langsung oleh pengusaha kepada daerah penghasil.
* PAD: dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya.

Sumber: Laporan Kajian Kebijakan DBH Panas Bumi, diolah peneliti, 2026

Potensi penerimaan “fiskal”
daerah dari pengusahaan panas
bumitidak hanya berasal dari
Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan
PNBP, tetapijuga melalui bonus
produksiyang diterima langsung
oleh daerah penghasil serta
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dari pajak dan retribusi daerah.

Pengusahaan panas bumi
memiliki potensi memberikan
manfaat fiskal ganda, baik
melalui mekanisme transfer
pusat-daerah maupun
penerimaan/pendapatan yang
menjadi kewenangan langsung
pemerintah daerah.



Dampak Pengusahaan Panas Bumi

(Studi Kasus PLTP: Dieng, Sarula dan Sibayak)

Nama WKP Operator B R E Kontibusi .Dampak DamPak Dampak.
Terpasang Lingkungan Sosial Ekonomi
Dieng PT Geo 72,8 MW Pasokan Kebocoran gas Gangguan Menciptakan
(Banjarnegara— | Dipa Energi listrik H,S, kesehatan, lapangan
Wonosobo) Jawa-Bali, Pencemaran air penurunan kerja dan
kontribusi dan tanah, bau hasil usaha lokal,
terhadap gas menyengat pertanian, namun
energi risiko merugikan
nasional keselamatan sektor
pertanian
Sarulla PT Sarulla +418 MW Salah satu Pencemaran air Kehilangan Investasi
(Tapanuli Operations PLTP dan tanah, mata besar dan
Utara) Ltd terbesar, paparan gas pencaharian, lapangan
penopang beracun (H.S), konflik kerja, namun
listrik kerusakan sosial, menurunkan
Sumatera lahan demonstrasi kesejahteraan
masyarakat petani
Sibayak PT 13,3 MW Mendukung Tidak Relatif kecil, Memberikan
(Kabupaten Pertamina pasokan terdokumentasi minim lapangan
Karo) Geothermal listrik signifikan, konflik sosial kerja dan
Energy regional namun aktivitas
Sumatera berpotensi ekonomi lokal
dampak
lingkungan

Sumber: Laporan Kajian Kebijakan DBH Panas Bumi, diolah peneliti, 2026

Pengusahaan panas bumi memberikan manfaat ekonomiyang nyata melalui penyediaan energi listrik, penciptaan
lapangan kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasi. Namun demikian, manfaat
tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial secara berkelanjutan agar keberadaan proyek
panas bumidapat diterima dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.



Proporsi Penerimaan Panas Bumiterhadap DBH Panas Bumi,
Tidak Sesuai Ketentuan Bagi Hasil dalam UU HKPD

1.600 305
= 299 o < 3000  80,0% 76.7% 90%
2 1.400 & 80%
&c 295 5 2.500 65,2% 209
§ 1200 .. [3a=) 288 290 N 59,6% °
= £ * 8 2,000 ¢ 60%
= 1.000 * 285 e
280 = 1,500 20%
800 -
@ 275 40%
600 . 270 1.000 209%  30%
265 20%
400 ~ | ©
260 500 El 10%
200 555 ™ ™ 1y]
1150 1.243 1.098 1.476 1.427 |538 0 0%
0 250 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2021 2022 2023 2024 2025 2026
2 DBH SDA Panas Bumi < Jumlah Daerah m Pendapatan PNBP Panas Bumi  wDBH SDA Panas Bumi ¢ Persentase

Meskipun penerimaan PNBP panas bumi terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2023-2026,
proporsi DBH yang diterima daerah cenderung menurun, dari 80,0% pada 2021 menjadi hanya 20,9% pada 2026.
Kondisi ini mengindikasikan semakin besarnya kesenjangan antara peningkatan penerimaan negara dari sektor panas
bumi dengan manfaat fiskal yang diterima daerah penghasil.

Sumber: Laporan Kajian Kebijakan DBH Panas Bumi, diolah peneliti, 2026



Perbandingan DBH Panas Bumi antar Daerah Penghasil herdasarkan WKP,
2021-2026

dalam ribu rupiah

RATA-RATA PERTAHUN 2021-2026
(dalam Ribu Rupiah) (dalam Ribu Rupiah)
PLTP OPERATOR KAPASITAS TAHUN COD ASITAS NAMA DAERAH SETORAN SETORAN
TURBIN TOTAL (MW) IURAN IURAN IURAN IURAN
PRODUKSI TETAP BAGIAN L1338 PRODUKSI TETAP BAGIAN UL LN
PEMERINTAH PEMERINTAH
PT. Sarulla 1x 139,21 MW; |2017; Kab. Tapanuli
Sarula Operation Ltd 1x 148,53 MW; |2017; 418,135 Utara 118.785 14.836 0 133.621 712.710 89.014 0 801.724
P 1x 130,4 MW;  [2018;
PT. Pertamina 2 % 5.65 MW 2008
Sibayak Geothermal X9, ! ’ 13,3|Kab. Karo 118.357 14.763 0 133.119 710.139 88.575 0 798.714
2 MW (monoblok) |1998
Energy (PGE)
PT Supreme Kab. Solok
Muara Laboh Energi Muara 1 x 89,25 MW; 2019 89,25 Selatan 9.075.526| 627.953 0| 9.703.479| 54.453.155 3.767.716 0 58.220.871
Laboh
PT. Pertamina 2 % 55 MW- 2012; 2012;
Ulubelu Geothermal x ; 2016; dan 229|Kab. Tanggamus 0 30.085 21.126.230| 21.156.315 0 180.511 126.757.377| 126.937.888
2 x 59,5 MW;
Energy (PGE) 2017;
Lahendong PT. Pertamina 4 x 20 MW; 388;’ ;8(1)3’ Kota Tomohon 0 5.666 10.478.024| 10.482.746 0 28.331 62.868.146| 62.896.477
Geothermal 2x 21,5 MW; ’ ’ 123,71
2016; dan ’
Lahendong Energy (PGE) 1x0,71 MW 2016; Kab. Minahasa 0 13.708 12.171.030| 12.182.454 0 68.541 73.026.181| 73.094.722
Dieng PT Geo Dipa 1 % 60 MW: 2002; e Eaz. Wonosobo 0 20.224 67.511 76.483 0 121.343 337.553 458.896
Dieng Energi 1x 12,8 MW; 2023 i et 0 19.908 170.199 161.741 0 119.448 850.997 970.445
Banjarnegara

Penerimaan DBH Panas Bumi antar daerah penghasil masih sangat timpang. Daerah seperti Tanggamus dan
Minahasa menerima DBH puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara Wonosobo dan Banjarnegara hanya
menerima ratusan juta rupiah, menunjukkan bahwa mekanisme DBH saat ini belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip keadilan fiskal antar daerah penghasil.




KESIMPULAN

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kontribusi fiskal panas bumi belum n
berbanding lurus dengan manfaat daerah,

karena besaran dan kepastian penerimaan

masih terbatas dan fluktuatif. -
Skema penerimaan berbasis NOIl pada WKP
lama menimbulkan ketidakpastian, sehingga
DBH cenderung tidak stabil dan tertunda.
DBH dan bonus produksi belum sepenuhnya
mengompensasi dampak sosial-lingkungan
yang ditanggung masyarakat di wilayah
penghasil.

Tata kelola penerimaan masih menghadapi
tantangan transparansi, akuntabilitas, dan
pemanfaatan manfaat ekonomiyang
berkelanjutan.

REKOMENDASI

Reformasi skema penerimaan panas bumi menuju
mekanisme yang lebih sederhana, transparan, dan
berbasis produksi.

Penguatan DBH dan bonus produksi melalui
peningkatan kepastian, keberpihakan kepada daerah
terdampak, serta pedoman nasional pemanfaatannya.
Peningkatan transparansidan pengawasan ternadap
perhitungan penerimaan, khususnya pada skema NOI.
Integrasi manfaat fiskal dengan program
pemberdayaan masyarakat, pemulihan lingkungan,
dan pengembangan ekonomi lokal.

Penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat
dalam perencanaan, pengawasan, dan distribusi
manfaat pengusahaan panas bumi.

Pengusahaan panas bumi perlu tidak hanya menghasilkan energi bersih dan penerimaan negara, tetapi juga memastikan
distribusi manfaat yang lebih adil, stabil, transparan, dan berkelanjutan bagi daerah serta masyarakat terdampak.
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